CASCADING BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2023

IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ":AD:;?!.I/-\?\IR INDIKATOR SASARAN
TUJUAN OPD SASARAN SASARAN STRATEGIS SEKSI
TUJUAN | STRATEGIS OPD BIDANG STRATEGIS STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
2 3 4 6 7 8 9 11 12 16 17
Misi 4: Terselengg Indeks Terselenggara| Opini BPK Meningkatkan Status Meningkatnya Opini BPK 1 Meningkatnya Persentase Tersedianya Peralatan Jumlah ATK Peralatan
Mewujudkan aranya Reformasi nya Informasi Laporan Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan dan Perlengkapan kantor BPKD
Pemerintahan | Pemerinta Birokrasi. Pemerintahan Keuangan Keuangan Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Kantor
yang Akuntabel |han Daerah Daerah Yang Daerah Daerah ( Daerah Yang Urusan Penunjang Urusan
dan Transparan Yang Efektif dan Kabupaten Opini BPK) | Baik, Transparan Pemerintahan Pemerintahan Tersedianya Barang Jumlah Barang Cetakan
Efektif dan Efisien Malinau Terkini dan Akuntabel Cetak dan Pengadaan dan Pengadaan yang
Efisien Berbasis Secara Cepat, disediakan
Berbasis Kinerja Tepat dan
Kinerja Transparan dan Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil
Akuntabel.

Koordinasi Sistem
Informasi Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Terlaksananya
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat
Daerah Yang
Melaksanakan
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Terlaksananya
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA BPKD T.A 2022

Jumlah Dokumen RKA-
BPKD

Terlaksananya
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA BPKD
T.A 2021

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-BPKD

Terselenggaranya
Realisasi Capaian
Kinerja BPKD Secara
Triwulan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Evaluasi Kinerja BPKD

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja SKPD

Urusan keuangan,
serta pelaporan
keuangan BPKD.

Jumlah unit kerja yang
mendapat pelayanan.




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ":AD:;?!:?\IR INDIKATOR SASARAN
TUIUAN OPD TUJUAN | STRATEGIS OPD SASARAN BIDANG STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SEKSI STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17
10 Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil

Monitong, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

11

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

12.

Terlaksananya
Pelayanan Publik dan
Tatalaksana

Jumlah Perangkat
Daerah Yang mendapat
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

13

Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi,
dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan
Publik dan Tatalaksana

Jumlah Laporan
Monitoring, Evaluasi,
dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan
Publik dan Tatalaksana

14

Terselenggaranya
Iventarisasi dan Analisis
Data Bidang Keuangan

Jumlah Laporan Sistem
Informasi Hasil Analisis
Data Bidang Keuangan

2 Meningkatnya

Ketepatan Waktu
Penyusunan APBD

Persentase Perda
dan Perbub APBD
yang ditetapkan

Terlaksananya
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Terlaksananya
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Waktu
Pelaksanaan
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

Terlaksananya
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah Waktu
Pelaksanaan
Penyusunan dan

Verifikasi RKA-SKPD




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ":AD:;?!-I/-\?\IR INDIKATOR SASARAN
TUIUAN OPD TUJUAN | STRATEGIS OPD SASARAN BIDANG STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SEKSI STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17
4 Terlaksananya Jumlah Waktu

koordinasi,Penyusunan
dan Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD

Pelaksanaan
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan

RKA-SKPD
5 Terlaksananya Jumlah Waktu
Koordinasi, Pelaksanaan Verifikasi
Penyusunan dan Dokumen DPA-SKPD
verifikasi DPA-SKPD
6 Kterlaksananya Jumlah Dokumen
Koordinasi, Perubahan DPA-SKPD
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD
7 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
penyusunan Regulasi Penyusunan regulasi
serta kebijakan Bidang serta kebijakan bidang
Anggaran anggaran
8 Terlaksananya Jumlah Dokumen
Koordinsi Perencanaan Perencanaan Anggaran
Anggaran Pendapatan Pendapatan
9 Terlaksananya Jumlah OPD yang
Pembinaan mengikuti Pembinaan
Penganggaran daerah penganggaran daerah
Pemerintah pemerintah
Kabupaten/ kota kabupaten/kota
10 Implementasi dan Jumlah Laporan Hasil

Pemeliharaan Sistem
informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah

Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten
/Kota




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR
TUJUAN OPD INDIKATOR SASARAN ":AD:;AR:?‘R SASARAN STRATEGIS SASARAN SASARAN STRATEGIS SEKS| INDIKATOR SASARAN
TUJUAN | STRATEGIS OPD BIDANG STRATEGIS STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17
11 Pembinaan Sistem Jumlah Laporan
Informasi Pemerintah Pembinaan Sistem
Daerah Bidang Informasi Pemerintah
Keuangan Daerah Daerah Bidang
Kabupaten Pemerintah Keuangan Daerah
Kabupaten/kota Pemerintah
Kabupaten/Kota
12 Penyiapan Jumlah OPD yang
,Pelaksanaan mengikuti Pelaksanaan
Pengendalian dan Pengendalian dan
Penertiban Anggaran Penertiban Anggaran
Kas dan SPD Kas
3 Meningkatnya Persentase 1 Koordinasi dan Jumlah Laporan
Pelaksanaan Tugas | pelaksanaan tugas Pengelolaan Kas Pengelolaan Kas Umum
Penyelenggaraan dan fungsi Daerah Daerah
pencatatan/ penyelenggaraan | 2 Koordinasi, Jumlah Laporan
pembukuan pencatatan Pelaksanaan Kerjasama Pemantauan Transaksi
pelaporan target , pembukuan dan Pemantauan Non Tunai dengan
realisasi pelaporan target Transaksi Non Tunai Lembaga Keuangan
penerimaan realisasi dengan Lembaga bukan BANK
pengeluaran APBD penerimaan Keuangan Keuangan

dan menyusun
laporan keuangan
Pemerintah daerah

kab. Malinau.

pengeluaran APBD
dan menyusun
laporan keuangan
Pemerintah
daerah kab.
Malinau.

Bukan Bank

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas

daerah, Laporan Aliran
kas ,dan Pelaksanaan

Pemungutan /

Pemotongan dan
Penyetoran
perhitungan pihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan
Realisasi penerimaan
dan pengeluaran kas
Daerah Laporan Aliran

Kas dan Laporan

Pemungutan/Pemotong
an dan pengeluaran PFK




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ":AD:;?!-I/:\?\IR INDIKATOR SASARAN
TUJUAN OPD SASARAN SASARAN STRATEGIS SEKSI
TUJUAN | STRATEGIS OPD BIDANG STRATEGIS STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17
rekonsilasi data Jumlah OPD yang
penerimaan dan mengikuti Rekonsiliasi
pengeluaran Kas serta Data Penerimaan dan
pemungutan dan Pengeluaran Kas
Pemotongan Atas SP2D
dengan instansi terkait
pembinaan Jumlah Bendahara OPD
Penatausahaan yang mengikuti
keuangan Pemerintah pelatihan
kabupaten/Kota penatausahaan
Keuangan
4 Meningkatan Presentase Unit Rekonsiliasi dan Jumlah Waktu

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

Kerja Yang
Melaksanakan
Koordinasi dan

Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas.
Pendapatan, Belanja,
Biaya, Pendapatan — LO
dan Beban

Pelaksanaan
Rekonsiliasi dan
Verifikasi Laporan
Keuangan OPD dan
Daerah

Tersedianya Dokumen
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
bulanan, Triwulan dan
Semesteran

Jumlah Laporan
Bulanan, Triwulan dan
Semesteran

Penyusunan Analisis
laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen
analisis laporan
keuangan pemerintah
daerah yang Akuntabel

Konsulidasi Laporan
Keuangan SKPD, BULD
dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Yang Akuntabel

Meningkatnya Persentase

Kualitas
Penatausahaa
nBarang
Milik Daerah

Ketepatan
Waktu
Penyampaian
Laporan
Barang Milik

Naerah

5 Meningkatnya
Kualitas
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah

Persentase
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Laporan Barang
Milik Daerah

Penyusunan standar
Barang milik daerah

jumlah buku stadarisasi




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR |  SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ws‘:;ﬁz:?\lk INDIKATOR SASARAN
TUIUANOPD | ") juan | sTRATEGIS OPD SASARAN BIDANG STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SEKSI STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17

2 |Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Jumlah BMD SKPD yang
dilakukan Penata
Usahaan

3 |Optimalisasi
Penggunaan,
pemanfaatan
Pemindahtanganan,
dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan
Penghapusan dan
Pemindah tanganan
BMD




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN SASARAN STRATEGIS SASARAN INDIKATOR SASARAN
TUJUAN OPD SASARAN SASARAN STRATEGIS SEKSI
TUJUAN | STRATEGIS OPD BIDANG STRATEGIS STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17
4 |Rekonsiliasi dalam Jumlah laporan Hasil
rangka Penyusunan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Penyusunan laporan
Daerah BMD pada SKPD
5 |Penyusunan Laporan Jumlah laporan dan
Barang Milik Daerah Evaluasi AsetDaerah
Kabupaten Malinau
6 Pembinaan Jumlah OPD yang
pengelolaan barang mengikutsertakan
Milik daerah pengelolaan
Pemerintah aset/barangOPD
kabupaten/Kota mengikuti Diklat teknis
Meningkatnya Persentase 6] Meningkatkan Persentase 1 Analisa dan Jumlah dokumen
Target Pengelolaan Pendapatan Pajak | pengelolaan data pengembangan pajak Analisa pengembangan
Pendapatan Pelak Daerah 1 informasi dan daerah serta pajak daerah
X p elaksanaan penatausahaan Penyusunan kebijakan
Asli Daerah  penda patan ketetapan pajak pajak daerah
(PAD) Asli Daerah daerah |
2 Penyulihan dan Jumlah frekuensi

Penyebarluasan

Kebijakan Pajak daerah

penyuluhan dan
penyebarluasan
kebijakan pajak daerah

3 Pengelolaan,
Pemeliharaan dan
pelaporan Basis data

Jumlah waktu
pengelolaan,
pemeliharaan dan

pajak daerah pelaporan basis data
pajak daerah
4 | Penetapan wajib Pajak Jumlah Wajuib Pajak
Daerah Daerah
5 Penelitian dan Jumlah laporan

Verifikasi data

Pelaporan Pajak daerah

Penelitian dan Verifikasi
data Pelaporan Pajak
daerah

6 Pengendalian,

Pemeriksaan dan

Pengawasan Pajak
daerah

Jumlah laporan
Penertiban dan
pengawasan Pajak
Daerah Kab. Malinau




IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ":AD:;?!-I/-\?\IR INDIKATOR SASARAN
TUIUAN OPD TUJUAN | STRATEGIS OPD SASARAN BIDANG STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SEKSI STRATEGIS SEKSI
STRATEGIS OPD
BIDANG
8 9 11 12 16 17
Pembinaan dan Jumlah Laporan
pengawasan Pembinaan dan
Pengelolaan Retribusi Pengawasan
Daerah Pengelolaan retribusi
Daerah
Meningkatnya Persentase Perencanaan Jumlah Dokumen
Target Pendapatan Pengelolaan Pengelolaan Pajak Rencana pengelolaan
Asli Daerah (PAD) Pelaksanaan Daerah Pajak Daerah

Pemungutan PBB
P2 dan BPHTB

Penilaiaan Pajak Bumi
dan Bangunan
Perdesaan dan

Perkotaan ( PBB ) serta

bea perolehan hak atas

tanah

Jumlah Pemungutan
Objek Pajak PBB P2

Pelayanan dan

Konsultasi Pajak daerah

Jumlah Dokumen
Pelayaan Konsultasi
pajak daerah

Pendapatan dan
Pendaftaran Objek dan
retribusi Daerah

Jumlah Waktu
pendataan dan
pendaftaran objek
retribusi daerah

Penagihan Pajak
daerah

Jumlah Dokumen
Tagihan Pajak

Malinau, 15 Januari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau

Martha Daring, SE., M.Si

Pembina/IVa

NIP. 19801209 200604 2 019




CASCADING BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2024

IKU ESELON II (OPD) IKU ESELON III IKU ESELON IV
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN SASARAN SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
[LUJUANIOED TUJUAN STRATEGIS OPD STRATEGIS | STRATEGIS BIDANG STRATEGIS BIDANG EASARENISTRRIECIS SEKEY STRATEGIS SEKSI
OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 16
1 Misi 4: Mewujudkan Indeks 67.51 Terselenggaran Opini BPK WTP Mewujudkan Status Laporan |Meningkatnya Kualitas| Presentase Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Dokumen Perubahan
Mewujudkan | Penyelenggaraan | Reformasi ya Penyelenggaraan Keuangan P F i Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan hasil
Pemerintahan Pemerintahan Birokrasi. Pemerintahan Pemerintahan Daerah ( Opini Keuangan Daerah LKPD tepat 1 Koordinasi Penyusunan
yang Akuntabel| Daerah yang Baik yang baik dan Daerah yang Baik BPK) waktu dan Dokumen RKA-SKPD
dan (Good Governance) bebas dari (Good sesuai SAP
Transparan KKN Governance)
Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Dokumen Perubahan
. Dokumen perubahan RKA- RKA-SKPD
Meningkatnya 2
Kinerja Persentase Pelaksanaan
1| Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang

Urusan Urusan Pemerintahan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian
Pemerintahan Laporan Capaian Kinerja dan | Kinerja dan Ikhtiar Realisasi

Ikhtiar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan laporan
SKPD hasil koordinasi penyusunan
3 laporan capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD
o | Bvaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi

Daerah

Kinerja SKPD

Penyediaan Administrasi
5 Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen hasil
Penyediaan Administrasi
pelaksanaan tugas ASN.

Pendapatan dan Pendaftaran
6 Objek Retribusi Daerah

Jumlah data Pendapatan dan
Pendaftaran Objek Retribusi
Daerah

Pendataan dan Pengolahan
Administasi Kepegawaian

Jumlah ASN/Non ASN yang
dilakukan Pendataan dan
Pengelolalaan Administrasi

7
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan hasil
Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaksanaan
8 Kepegawaian Sistem Informasi
Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan
9 Penilaian Kinerja Pegawai
Penyediaan Peralatan dan | Jumlah paket Peralatan dan
10 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Barang Cetak dan
11 dan Penggandaan Penggadaan yang di sediakan

Penyelenggaraan Rapat
12| Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Rapat Koordinasi dan
konsultasi SKPD

S

Meningkatnya Persentase Perda dan
Ketepatan Waktu Perbub APBD yang
Penyusunan APBD ditetapkan

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan
PPAS yang disusun

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
2 Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
yang disusun.

Koordinasi, penyusunan dan
3 Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah RKA-SKPD yang
diverifikasi

Koordinasi, penyusunan dan

Jumlah Dokumen perubahan

4 | Verifikasi Perubahan RKA- | RKA-SKPD yang di Verifikasi
SKPD
koordinasi, Penyusunan dan | Jumlah DPA SKPD yang
5 verifikasi DPA-SKPD Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA
6 | Verifikasi Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah peraturan daerah
Peraturan Daerah tentang | tentang APBD dan peraturan
APBD dan Peraturan Kepala Kepala Daerah tentang
7 | Daerah Tentang Penjabaran penjabaran APBD

APBD




Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran

8 Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan Kepala Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi Serta Kebijakan
9 Bidang Anggaran

Jumlah dokumen Regulasi
serta kebijakan bidang
Anggaran

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pendapatan

Jumlah Dokumen hasil
perencanan pendapatan

Koordinasi Perencanaan
11| Anggaran Belanja Daerah

Jumlah Dokumen hasil
koordinasi Perencanaan
anggaran belanja daerah

Pembinaan Penganggaran
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang mengikuti
pembinaan penggaran daerah
pemerintah kabupaten/kota

Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
Penyelenggaraan
pencatatan/
pembukuan
pelaporan target ,
realisasi
penerimaan
pengeluaran APBD
dan menyusun
laporan keuangan
Pemerintah daerah
kab. Malinau.

Persentase pelaksanaan
tugas dan fungsi
penyelenggaraan

pencatatan pembukuan

pelaporan target realisasi
penerimaan pengeluaran
APBD dan menyusun
laporan keuangan
Pemerintah daerah kab.
Malinau.

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

Jumlah Dokumen hasil
Pengelolaan Kas Umum
Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
2 Anggaran Kas dan SPD

Jumlah Dokumen hasil
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan

Lembaga Keuangan

Jumlah Dokumen hasil
koordinasi pelaksanaan
kerjasama dan Pemantauan
transaksi non tunai dengan

3 Keuangan Bukan Bank lembaga keuangan bukan
Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Laporan hasil
Laporan realisasi Penerimaan |Realisasi penerimaan dan
dan Pengeluaran Kas daerah, |pengeluaran kas dan
Laporan Aliran kas ,dan Penyetoran Perhitungan fihak
Pelaksanaan Pemungutan / |ketiga ( PFK) dan laporan
Pemotongan dan Penyetoran |Hasil Koordinasi dalam
perhitungan pihak Ketiga rangka Penyusunan laporan
(PFK) realisai Penerimaan dan
Pengeluaran kas daerah ,
4 laporan aliran kas dan

pelaksanaan Pemungutan
/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (
PFK)

Rekonsilasi data penerimaan Jumlah Dokumen hasil

dan pengeluaran Kas serta | Rekonsiliasi Data Penerimaan
pemungutan dan dan Pengeluaran Kas serta
s Pemotongan Atas SP2D pemungutan dan Pemotongan

dengan instansi terkait

Atas SP2D dengan instansi
terkait

pembinaan Penatausahaan
keuangan Pemerintah
kabupaten/Kota

Jumlah orang yang mengikuti
Pembinaan Penata Usahaan
keuangan Pemerintah Daerah




5 Rekonsiliasi dan Verfikasi Jumlah dokumen hasil
Meningkatan o aset, Kewajiban , ekuitas, | Rekonsiliasi dan Verfikasi
Koordinasi dan | L resentase Unit Kerja Yang Pendapatan, belanja, Biaya, | aset, Kewajiban , ekuitas,
Pelaksanaan Melaksanakan Koordinasi pendapatan-LO dan beban | Pendapatan, belanja, Biaya,
Akuntansi dan dan Pelaksanaan pendapatan-LO dan beban
Akuntansi dan Pelaporan
Pelaporan Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan | Jumlah Laporan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban | laporan bulanan, triwulan
Pelaksanaan APBD bulanan, | dan semesteran OPD yang
2 triwulan dan semesteran tepat waktu
Konsulidasi laporan Jumlah Laporan Keuangan
keuangan SKPD, BLUD dan OPD dan BLUD yang
3 Laporan Keuangan Akuntabel
Pemerintah daerah
Koordinasai dan penyusunan |Jumlah Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang
tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi | Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang
Penjabaran Penjabaran
4 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
penyusunan Analisis laporan | Jumlah analisis laporan
Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah
Pelaksanaan APBD yang akuntabel
Inventarrisasi dan Analisis Jumlah Dokumen hasil
Data Bidang Keuangan Infentarisir dan analisa data
Meningkatkan Bidang Keuangan daerah
Pengelolaan Data Persentase Pengelolaan
dan Implementasi Data dan Implementasi
6| Sistem Informasi Sistem Informasi 1
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan | Lingkup Keuangan Daerah
Daerah
Implementasi dan Jumlah dokumen hasil
Pemeliharaan Sistem Implementasi dan
Informasi Pemerintah Daerah Pemeliharaan Sistem
2 Bidang Keuangan Daerah | Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi |Jumlah orang yang mengikuti
Pemerintah Daerah Bidang | Pembinaan Sistem Informasi
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